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ABSTRAK 

Gelandang pengemis selalu menjadi permasalahan diberbagai kalangan, baik 

dikalangan masyarakat maupun dikalangan pemerintah. Keberadaannya sering membuat 

ketidaknyamanan hal ini dikarenakan sebagian dari mereka meminta-minta secara paksa 

kepada masyarakat, sehingga sangat diperlukan penegakan hukum agar terciptanya ketertiban 

dan kenyamanan bersama. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penegakan Hukum Terhadap 

Gelandang Pengemis Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 

2019 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dan Mengetahui Kendala 

Penegakan Hukum Gelandang Pengemis tersebut.  

Penelitian ini termasuk penelitian empiris. Pengumpulan data yang digunakan penulis 

adalah dengan melakukan studi lapangan, wawancara dengan narasumber yaitu Ibu Lisa 

Hadiyanti, S.H yang menjabat sebagai Kasi Penyidikan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong 

Praja Kabupaten Barito Kuala.  

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara subtansi penegakan hukum Gelandang 

Pengemis oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala ditetapkan pada Peraturan Daerah 

Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman 

Masyarakat, yang mana dengan dikeluarkan perda tersebut sudah tepat, dan secara struktur 

penegakan hukum terhadap Gelandang pengemis dilaksanakan oleh aparat penegak hukum 

yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala, yang berwenang melakukan 

penertiban telah bekerja sesuai prosedur yang diamanatkan. 

Kata Kunci: Penegakan hukum, penertiban, dan gelandang pengemis. 
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